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MOTTO :  

“Dan musibah apa pun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan 

tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak (dari kesalahan-

kesalahanmu)”. 

(QS ASY-SYURA : 216) 
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ABSTRAK 

TANGGUNG JAWAN PIDANA PELAKU PENGANIAYAAN TERHADAP 

HEWAN PELIHARAAN MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA 

Oleh 

Ayu Amaliah 

 Manusia dan hewan dapat memiliki hubungan yang sangat erat seperti 

sahabat. Hewan itu dipelihara, diberi makan, dan diajak bermain. Namun sampai 

saat ini masih banyak manusia yang tidak menghargai kehidupan hewan-hewan 

yang berada di sekitar mereka. Sebagai negara hukum maka setiap individu harus 

menaati peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah di dalam 

berlangsungnya kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Seiring 

perkembangannya zaman di Indonesia masalah kejahatan tidak hanya terjadi 

terhadap manusia, melainkan terjadi juga pada hewan. Kejahatan yang sering 

terjadi terhadap hewan yakni dalam bentuk kekerasan seperti penganiayaan. 

Penganiayaaan yang dilakukan oleh manusia terhadap hewan sebagaimana telah 

diatur baik dalam KUHP maupun yang diatur diluar KUHP yang intinya melarang 

perbuatan menganiaya hewan yang dilindungi atau binatang lain pada umumnya. 

Untuk mengkaji lebih mendalam masalah penganiayaan terhadap hewan tersebut 

terdapat dua permasalahan : yaitu bagaimanakah tanggung jawab pidana pelaku 

penganiayaan terhadap hewan peliharaan menurut hukum pidana Indonesia dan 

apakah faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku 

penganiayaan hewan peliharaan di Indonesia. Selaras dengan permasalahan maka 

jenis penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. 

Larangan dan sanksi pelaku penganiayaan terhadap hewan peliharaan dimuat 

dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hewan selain itu sebagai 

upaya penyadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan, pemanfaatan, 

dan pelestarian hewan. 

Tanggung jawab pidana pelaku penganiayaan terhadap hewan peliharaan 

menurut hukum pidana Indonesia adalah pelaku diancam dengan pidana penjara 

paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus ribu 

rupiah, karena penganiayaan hewan. Faktor-faktor penghambat penegakan hukum 

terhadap pelaku penganiayaan hewan peliharaan di Indonesia, yaitu : Faktor 

hukumnya, yakni undang-undang dinilai kurang efektif karena rendahnya 

ancaman bagi pelaku tindak pidana pelaku penganiayaan hewan. Faktor penegak 

hukum, karena kasus penganiayaan terhadap hewan ini memang dinilai masih 

langka dan sedikit. Maka disinilah terlihat prefosionalisme penyidik dalam 

penyidikan perlu ditinjau kembali. Faktor sarana atau fasilitas, terbatasnya sarana 

atau fasilitas pendukung pelaksanaan penegakan hukum pelaku penganiayaan 

terhadap hewan peliharaan. Faktor masyarakat, masyarakat yang tidak memahami 

dan menyadari bahwa tindakannya mengandung unsur penganiayaan. 

Kata kunci:Tanggung Jawab, Tindak Pidana, TanggungJawab Pidana, 

Pelaku Pidana, Penganiayaan, Hewan peliharaan, Hukum Pidana. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

      Sudah sejak dahulu kala manusia memelihara hewan entah itu untuk 

ternak atau pun hanya sekedar teman bermain. Dengan memiliki hewan 

peliharaan manusia dapat menghibur diri, itu dikarenakan sifat hewan yang 

lucu, seru nila diajak bermain dan bisa menjadi teman berbagi kasih sayang. 

Pada umumnya ada dua jenis hewan yang dijadikan hewan peliharaan oleh 

manusia yaitu kucing dan anjing. 

Manusia dan hewan dapat memiliki hubungan yang sangat erat seperti 

sahabat. Hewan itu dipelihara, diberi makan, diajak bermain, bahkan tidur 

bersama. Namun sampai sekarang masih banyak manusia yang tidak 

menghargai kehidupan hewan-hewan yang berada di sekitar mereka. 

Penyiksaan terhadap hewan sudah semakin terbuka dilakukan oleh 

sekelompok orang, terutama dalam pembunuhan orang utan, adu ayam, adu 

anjing (pitbul/anjing lokal), topeng monyet, dan sirkus lumba-lumba keliling. 

Orang utan, monyet, dan lumba-lumba. Jika penyiksaan terhadap hewan 

terhadap beberapa hewan ini tidak segera ditangani, sudah dapat dipastikan 

hewan-hewan ini nantinya punah. 

Penganiayaan hewan pada umumnya dilakukan untuk memperoleh 

kepuasan atau keuntungan tersendiri dari pada penganiayaan hewan tersebut. 

Dalam kitab undang-undang hukum pidana tidak memberikan ketentuan
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tentang maksud istilah “penganiayaan”1. Sedangkan menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, penganiayaan berarti perlakukan yang sewenang-

wenang seperti melakukan penindasan dan penyiksaan2. 

Kasus penganiayaan terhadap hewan peliharaan yang paling sering 

terjadi yaitu adu ayam dan adu anjing. Pihak kepolisian sudah sering kali 

menggrebek tempat-tempat yang dilakukan untuk kegiatan adu ayam atau 

anjing tersebut, namun para pelaku adu ayam maupun adu anjing  selalu saja 

ada dan selalu berpindah-pindah tempat agar tidak dapat dilacak oleh pihak 

kepolisian. Alasan kenapa adu ayam itu selalu ada dan tidak bisa dihilangkan 

itu dikarenakan masyarakat menganggap bahwa adu ayam dilakukan sebagai 

adat istiadat masyarakat sekitar. Atau adu anjing, meskipun telah dilakukan 

penggrebekan masyarakat mengatakan ini dilakukan untuk menguji 

kemampuan dari anjing tersebut. 

Para pelaku penganiayaan dapat dijadikan tersangka karna melanggar 

Pasal 302 KUHP tentang penelantaran dan penganiayaan hewan.Jika pelaku 

tersebut dijerat dengan Pasal 302 KUHP, maka pelaku akan diancam dengan 

pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana paling banyak tiga 

ratus ribu rupiah, karena penganiayaan hewan 

Pasal 302 KUHP menentukan :  

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau 

pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena 

melakukan penganiayaan hewan. 

Ke-1 barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui    

batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau 

merugikan kesehatannya; 

 
1 M. Sudrajat Bassar, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana, Remadja Karya CV Bandung, Bandung, 1986, hal. 132 
2 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 2001 
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Ke-2 barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan 

melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, 

dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk 

hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi 

kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada 

hewan yang wajib dipeliharanya. 

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dariseminggu, 

ataucacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang 

bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan 

bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena 

penganiayaan hewan. 

(3) Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat 

dirampas. 

(4)   Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana. 

Adapun peraturan perundangan-undangan lain yang memuat 

mengenai larangan dan sanksi bagi pelaku penganiayaan terhadap hewan 

yaitu Pasal 406 ayat (2) KUHP tentang membunuh hewan orang lain, 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam 

hayati dan ekosistemnya serta Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 

Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan yang 

mana telah diatur juga mengenai larangan tindakan di luar kewajaran 

terhadap hewan atau binatang. 

Penegakan hukum terhadap perlindungan hewan pada hakikatnya 

merupakan upaya penyadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan, 

pelestarian dan pemanfaatan hewan. 

Dari uraian tersebutlah maka setiap orang melakukan kejahatan-

kejahatan tersebut diatas akan dipidana dan di berikan sanksi. Penetapan 

sanksi pidana tersebut yaitu tidak terlepas dari pada tujuan pemidanaan atau 
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suatu tujuan yang ingin dicapai dalam suatu pemidanaan.meskipun jenis 

sanksi dalam setiap bentuk suatu kejahatan berbeda-beda, akan tetapi yang 

jelas semua dalam menerapkan suatu sanksi pidana haruslah berorientasi pada 

tujuan pemidanaan itu sendiri. 

Tujuan hukum pidana tersebut yaitu untuk membina dalam hal 

kesadaran umum dalam bersikap tindak yng serasi baik aspek lahir maupun  

aspek batin, karena hanya dengan sikap tindak yang demikian kepentingan 

umum dan kepentingan perorangan secara langsung dapat terlindungi 

gangguan peristiwa pidana.3 Demikianlah tujuan hukum pidana tersebut yaitu 

untuk melindungi kepentingan umum, oleh karena itu jika seseorang takut 

dalam melakukan suatu perbuatan tidak baik karena takut akan dijatuhi 

hukuman, maka dengan demikian semua makhluk hidup akan hidup dengan 

tentram dan aman. 

 Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas secara 

singkat dan sederhana tentang kekerasan pada hewan peliharaan, dengan 

judul TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU PENGANIAYAAN 

TERHADAP HEWAN PELIHARAAN MENURUT HUKUM PIDANA 

INDONESIA. 

 

  

 
3 Purnadi Perbacaraka Dan A. Ridwan Halim, Filsafat Hukum Pidana Dalam Tanya 

Jawab, Cetakan Ketiga, Rajawali Pers, Jakarta, 1989, hal. 21. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah tanggung jawab pidana pelaku penganiayaan terhadap 

hewan peliharaan menurut hukum pidana Indonesia? 

2. Apakah faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku 

penganiayaan hewan peliharaan di Indonesia? 

 

C. Ruang Lingkup Dan Tujuan  

Dalam penelitian ini Penulis melakukan pembatasan dalam 

pembahasan masalah dengan menitikberatkan perhatian pada tanggung jawab 

pidana pelaku penganiayaan hewan peliharaan menurut hukum pidana di 

Indonesia dan tidak menutup kemungkinan untuk juga membahas hal-hal lain 

yang berhubungan dengan permasalahan.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1.Tanggung jawab pidana pelaku terhadap penganiayaan hewan peliharaan 

menurut Hukum Pidana Indonesia 

2.Faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan 

hewan peliharaan di indonesia 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan 

pemikiran khususnya bagi hukum pidana yang dipersembahkan sebagai 

pengabdian pada Almamater. 
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D. Definisi Konseptual 

Dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Palembang disebutkan bahwa: 

Definisi operasional atau kerangka konseptual adalah kerangka yang 

menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusu 

yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. 

Namun demikian, masih diperlukan penjabaranlebih lanjut dan konsep 

ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum 

dapat diambil misalnya dari peraturan perundang-undangan. Definsi 

operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna 

variabel sehingga data yang diambil akan lebih terfokus. Sebagai contoh, 

judul skripsi : “Penggelapan Dana Calon Haji Menurut Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji”, maka 

dalam definisi operasional/kerangka konseptual, dijelaskan apa yang 

dimaksud dengan; penggelapan, calon haji, ibadah haji.4 

 

Untuk itu guna memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu 

dikemukakan beberapa definisi operasional sehubungan dengan istilah-istilah 

yang terkait dengan permasalahan, antara lain. 

1. Tanggung Jawab adalah kewajiban menanguung segala sesuatunya bila 

terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersilahkan, dan diperkarakan. Dalam 

kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang 

untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.5 

2. Pidanaadalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman 

pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.6 

 
4 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Buku Pedoman 

Penulisan Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pallembang, Palembang, 

2021, hal. 5. 
5 Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, 2005. 
6 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Jakarta, Refika 

Aditama, 2003, hal. 59. 
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3. Tanggung Jawab Pidana yaitu sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal 

hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral 

atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-

kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban 

pidana itu dicapi dengan memenuhi keadilan.7 Pertanggungjawaban pidana 

adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau 

terdakwa dipertanggungjawabkan pidana atas suatu tindak pidana yang 

telah terjadi.  

4. Pelaku adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang 

turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain 

supaya melakukan perbuatan. (Pasal 55 ayat (1) KUHP). 

5. Penganiayaan adalah perilaku yang sewenang-wenang. Pengertian tersebut 

adanya pengertian dalam arti luas, yakni termasuk yang menyangkut 

“perasaan” atau batiniah”. Mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 

KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP) serta komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal, 

mengatakan bahwa Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang 

diarikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang 

diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan 

tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 Pasal ini, 

 
7 Hanafi, Mahrus, Sistem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama, Jakarta, 

Rajawali Pers, 2015, Hal. 16. 
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masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak 

kesehatan orang”.8 

6. Hewan Peliharaan  adalah hewan yang dipelihara oleh manusia yang harus   

dirawat dan dipenuhi kebutuhan hidupnya serta memiliki kehidupan yang 

layak. 

7. Hukum Pidana yaitu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-

keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) 

telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu 

penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, 

bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang 

menentukan terhadap tindakan-tindakan serta hukuman yang bagaimana 

yang dapat dijatuhkan bagi tindakan tersebut.9 

 

E.Metode Penelitian 

  1.  Jenis dan Sifat Penelitian  

Selaras dengan pembahasan permasalahan maka jenis penelitian ini 

tergolong penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan 

menggambarkan tanggung jawab pidana pelaku penganiayaan terhadap 

hewan peliharaan menurut hukum pidana Indonesia dan faktor-faktor 

 
8 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-

Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988, hal. 245. 
9 P.A.F. Limantang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru. Bandung, 

1984, hal 1-2. 
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penghambat penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan hewan 

peliharaan di Indonesia, sehingga tidak menguji hipotesa. 

2. Jenis data  

Sehubungan dengan itu, maka jenis data yang dipergunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder dan data primer 

3. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data, dilakukan dengan cara Penelitian kepustakaaan, 

yaitu melakukan pengkajian terhadap data sekunder berupa bahan hukum 

primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur, 

laporan hasil penelitian,makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah 

ilmiah), dan bahan hukum tersier (kamus bahasa indonesia, kamus bahasa 

inggris, kamus bahasa belanda, kamus hukum, ensiklopedia, data statistik) 

yang relevan dengan permasalahan penelitian ini. 

4. Teknik pengolahan data 

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis 

data yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikontruksikan secara 

kualitatif, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan. 

 

E. Sistematika Penulisan  

Penulisan skripsi ini disusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika 

sebagai berikut:  
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BAB IPendahuluan 

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang 

lingkup dan tujuan, definisi operasional, metode penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II  Tinjauan Pustaka 

Pada bab ini berisi pemikiran dan atau konsep-konsep yuridis 

sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah dan 

berisi perkembangan data dan/atau informasi baik secara substansi 

maupun metode-metode yang relevan dengan permasalahan 

penelitian. 

BAB III  Pembahasan 

Pada bab ini dipaparkan hasil penelitian dan pembahasan dalam 

penelitian untuk menemukan jawaban dan rumusan masalah yang 

diangkat dalam penelitian. 

BAB IV  Penutup 

Pada bagian penutup berisi tentang kesimpulan dan saran yang 

berkaitan dengan penelitian yang dilakukan ini kesimpulan 

dijadikan sebagai jawaban singkat atas rumusan masalah yang 

ditetapkan. Sedangkan saran dijadikan sebagai ide untuk 

memberikan partisipasi terhadap judul yang diangkat. 
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